PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI
LAHAN SAWAH DAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN
ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
TENTANG TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH
FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM PELAKSANA
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah
dan/atau kering yang digenangi air secara periodik
dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi
dengan tanaman semusim lainnya.

2. Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS
adalah Lahan Sawah eksisting yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

3. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disebut
LSD adalah Lahan Sawah yang tercantum dalam Peta LSD
yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan
suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

4. Peta LSD adalah peta yang memuat informasi geospasial
yang merupakan hasil verifikasi Lahan Sawah yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata
ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum melalui sinkronisasi Tim
Terpadu.

5. Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah
menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun
sementara.

6. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah
serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk
mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan
Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.

7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang
jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi
air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

10. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang
selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang
beranggotakan menteri/kepala lembaga yang dibentuk
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dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang
beranggotakan pejabat pimpinan tinggi madya pada
kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu
Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Satuan Tugas Satu, selanjutnya disebut Satgas 1 adalah
tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi pratama
pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk
membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan verifikasi
Lahan Sawah.

Satuan Tugas Dua, selanjutnya disebut Satgas 2 adalah
tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi pratama
pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk
membantu Tim Pelaksana dalam pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah.

Satuan Tugas Tiga, selanjutnya disebut Satgas 3 adalah
tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi pratama
pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk
membantu Tim Pelaksana dalam memberikan masukan
teknis terkait pemberdayaan lahan sawah yang
dilindungi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya
disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2
Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.

Pasal 3
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satuan
tugas.
Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Satgas 1;
b. Satgas 2; dan
c. Satgas 3.

Pasal 4

Lingkup Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana terdiri
atas:

pao o

verifikasi Lahan Sawah;

sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah;

pengusulan dan Penetapan LSD;

penetapan bentuk pemberian insentif kepada Pemerintah
Daerah dan masyarakat;
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penetapan pemberdayaan LSD; dan
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah dilaksanakan oleh

Satgas 1 dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan pada Lahan Sawah yang akan dilindungi.

Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. verifikasi data Lahan Sawah terhadap citra
pengindraan jauh teraktual,

b. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan
dan tata ruang;

c. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi;

d. verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawabh;
dan

e. verifikasi data Lahan Sawah yang berada di kawasan
hutan.

Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan LBS termutakhir.

Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan juga melalui:

a. verifikasi data LBS termutakhir dengan perizinan pada
Lahan Sawah;

b. verifikasi data LBS termutakhir dengan proyek
strategis nasional; dan

c. verifikasi data LBS termutakhir dengan kegiatan
industri.

Pasal 6
Hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 disampaikan kepada Tim Pelaksana oleh
Satgas 1.
Menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh
Satgas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Pelaksana melaksanakan rapat koordinasi.
Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan untuk penyelesaian permasalahan dalam
memperoleh kesepakatan penetapan Peta LSD indikatif.

Pasal 7
Rapat koordinasi Tim Pelaksana dihadiri oleh seluruh
anggota Tim Pelaksana atau pejabat yang mewakili dan
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
Anggota Tim Pelaksana yang tidak hadir atau tidak
mengirimkan wakil dalam rapat koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap menyepakati hasil rapat
koordinasi.
Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan instansi lain baik pusat maupun daerah
di luar keanggotaan Tim Pelaksana.
Hasil rapat koordinasi disampaikan oleh Tim Pelaksana
kepada Tim Terpadu sebagai usulan penetapan LSD.
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Pasal 8
Tim Terpadu melaksanakan rapat koordinasi setelah
menerima usulan penetapan Peta LSD dari Tim
Pelaksana.
Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh ketua/wakil ketua Tim Terpadu dan
dihadiri oleh seluruh anggota Tim Terpadu.
Selain untuk membahas usulan penetapan Peta LSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat koordinasi
dilakukan untuk penyelesaian permasalahan yang belum
disepakati di Tim Pelaksana serta untuk memperoleh
kesepakatan Peta LSD.
Dalam hal anggota Tim Terpadu berhalangan hadir maka
dapat diwakilkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas
nama menteri/kepala lembaga.
Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa penetapan Peta LSD.

Pasal 9

Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata
ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum.

Peta LSD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam penetapan kawasan pertanian
pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah
dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana
detail tata ruang.

Pasal 10
Pemberian insentif LSD diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemberian
insentif melalui Pemerintah Daerah kabupaten/kota
kepada Tim Terpadu.
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melakukan identifikasi dan verifikasi.
Pemberian insentif LSD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibahas dan diputuskan oleh Tim Terpadu.
Pembahasan pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana
berdasarkan arahan Tim Terpadu.
Tim Pelaksana mendapatkan masukan teknis dari Satgas
3 untuk bentuk pemberian insentif kepada Pemerintah
Daerah dan masyarakat.
Tim Pelaksana melaporkan hasil pembahasan pemberian
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim
Terpadu sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan
keputusan terkait pemberian insentif LSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) serta dalam pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah.



(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

-6 -

Pemberian insentif LSD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

Pemberdayaan LSD dapat dilakukan melalui penyusunan
program prioritas dan pemberian insentif LSD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta bentuk lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tim Pelaksana berdasarkan arahan Tim Terpadu,
melakukan pembahasan terkait bentuk konkret
penetapan pemberdayaan LSD dengan melibatkan
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.
Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  mengajukan
permohonan usulan penetapan pemberdayaan LSD
kepada ketua Tim Terpadu melalui menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri.
Tim Pelaksana melaksanakan pembahasan terkait usulan
penetapan pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan mendapatkan masukan teknis dari
Satgas 3 berdasarkan Peta LSD termutakhir.
Indikator pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peningkatan indeks pertanaman;
b. perbaikan jaringan Irigasi; dan
c. peningkatan produktivitas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Tim Pelaksana melaporkan hasil pembahasan terkait
usulan penetapan pemberdayaan LSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Tim
Terpadu.
Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Tim Terpadu menetapkan pemberdayaan LSD.
Pemberdayaan LSD diberikan kepada pemilik dan/atau
penggarap lahan yang telah ditetapkan LSD berdasarkan
data spasial dan administrasi pertanahan yang sah sesuai
ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) merupakan dasar pertimbangan dalam
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Sawah.
Tim  Pelaksana  melaporkan  hasil pelaksanaan
pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara tertulis kepada Tim Terpadu secara berkala dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12
Pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 berupa penyusunan program prioritas dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
a. dukungan produktivitas pupuk, benih dan sarana
produksi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta
fasilitasi asuransi usaha tani padi;
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b. akses permodalan, melalui kredit usaha rakyat
sektor pertanian dan/atau skema pembiayaan
berbunga rendah lainnya;

c. peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk
pembangunan dan rehabilitasi jaringan Irigasi, jalan
usaha tani, serta prasarana produksi lainnya yang
menunjang keberlanjutan fungsi lahan;

d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
melalui penyuluhan lapangan, sekolah lapang,
pendampingan teknis budidaya, serta penerapan
praktik pertanian berkelanjutan; atau

e. penguatan kelembagaan petani, paling sedikit
penguatan kelompok tani, gabungan kelompok tani,
serta pembentukan atau penguatan koperasi tani.

Penyusunan program prioritas Pemberdayaan LSD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

terstruktur dan terukur dengan kejelasan penanggung
jawab dan implementasi program.

Pasal 13
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Alih
Fungsi Lahan Sawah merupakan rangkaian kegiatan
pengawasan yang dilaksanakan secara sistematis,
terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa
pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, rencana tata ruang, serta kebijakan
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah terdiri atas:
a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; dan
b. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengendalian alih fungsi LSD yang dilaksanakan oleh
Satgas 2; dan
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian alih
fungsi LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
kinerja pengendalian alih fungsi LSD.

Pasal 14

Menteri Koordinator selaku ketua Tim Terpadu menetapkan
petunjuk teknis pelaksanaan lingkup tugas Tim Terpadu dan
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 13.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan lingkup tugas Tim
Terpadu dan Tim Pelaksana dalam Peraturan Menteri
Koordinator ini dibebankan pada:

a.

b.
C.

anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing
kementerian/lembaga;

anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 16
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2026

—
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN

E REPUBLIK INDONESIA,

A Ditandatangani

i/ Secara Elektronik

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 april 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR g3
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